


3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik; 

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman; 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara; 

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberi Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak 

Mampu di Pengadilan; 

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; 

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) 

di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peradilan 

yang Berada di Bawahnya; 

11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung 

Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang; 

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Pengadilan; 

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 

Peradilan; 

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan 

Informasi Publik di Pengadilan; 

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

340/KMA/SK/XI/2022 tentang Pemberhentian, 

Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Ketua, 

Wakil Ketua, dan Hakim di Lingkungan Peradilan Tata 

Usaha Negara; 

16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah 

Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang Berada di Bawahnya; 

17. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 

627/SEK/SK/VII/2023 tentang Klasifikasi Arsip dan 










	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)

